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An agreement to purchase land creates rights and responsibilities for both
parties. The seller has the obligation to deliver the land, while the buyer
must pay the agreed amount. In practice, sellers often unilaterally cancel
land purchase agreements, even though the buyer has made installment
payments. This situation raises legal issues regarding legal certainty,
protection for good-faith buyers, and the application of the principle of pacta
sunt servanda in contract law. This study aims to analyze whether the
cancellation of a land purchase agreement by the seller after installment
payments have been made is legally valid, as well as to examine the legal
consequences for both parties. The method used is normative legal
research with a statutory approach and a conceptual approach, analyzing
the Civil Code, relevant land regulations, as well as related theories and
court decisions. The results of the study indicate that if a seller cancels a
land purchase agreement without a valid reason based on the contract or
the law, such action is impermissible. This cancellation can be considered a

breach of contract (wanprestasi), requiring the seller to pay damages and
granting the buyer the right to demand the execution of the agreement or its
cancellation through a court decision. Therefore, it is crucial to provide legal
protection to buyers who have paid in installments to ensure legal certainty
and justice for all parties.

Abstrak

Perjanjian untuk membeli tanah menciptakan hak dan tanggung jawab bagi kedua belah pihak.
Penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan tanah, sedangkan pembeli harus membayar
sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam praktiknya, penjual sering membatalkan perjanjian jual
beli tanah secara sepihak, meskipun pembeli telah melakukan pembayaran secara bertahap. Situasi
ini menimbulkan masalah hukum terkait kepastian hukum, perlindungan bagi pembeli yang berniat
baik, serta penerapan prinsip pacta sunt servanda dalam hukum perjanjian. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis apakah pembatalan perjanjian jual beli tanah oleh penjual setelah adanya
pembayaran bertahap adalah sah, serta meneliti dampak hukum bagi kedua pihak. Metode yang
digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual,
melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, aturan yang relevan dengan
pertanahan, serta teori dan keputusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa jika penjual membatalkan perjanjian jual beli tanah tanpa alasan yang sah berdasarkan
perjanjian atau undang-undang, tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Pembatalan ini bisa dianggap
sebagai wanprestasi yang mengharuskan penjual membayar ganti rugi dan memberikan hak kepada
pembeli untuk menuntut pelaksanaan perjanjian atau pembatalan melalui putusan pengadilan. Oleh
karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang telah membayar
secara bertahap, guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Tanah, Pembatalan Sepihak, Pembayaran Bertahap, Wanprestasi,
Perlindungan Hukum
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. PENDAHULUAN

Tanah adalah salah satu benda hukum yang memiliki peran penting dan strategis
dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain sebagai lokasi tempat tinggal dan untuk
kegiatan ekonomi, tanah juga memiliki nilai yang sangat tinggi dalam aspek sosial dan
budaya. Oleh karena itu, semua tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah, termasuk
kontrak jual beli tanah, perlu dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku untuk
memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.
Dalam kehidupan sehari-hari, kontrak jual beli tanah sering digunakan sebagai cara untuk
memindahkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, baik secara tunai maupun
dengan pembayaran cicilan.

Pada dasarnya, kontrak jual beli tanah adalah suatu hubungan yang muncul dari
kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban yang
saling mengikat, di mana penjual harus menyerahkan hak atas tanah kepada pembeli, dan
pembeli harus membayar harga tanah sesuai kesepakatan. Dasar hukum dalam perjanjian
menyatakan bahwa setiap kontrak yang diadakan secara sah akan mengikat para pihak
seperti hukum itu sendiri (pacta sunt servanda). Prinsip ini menegaskan kewajiban para
pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik dan melarang pengingkaran
sepihak.

Namun, dalam pelaksanaannya sering ada masalah hukum, seperti penjual yang
membatalkan kontrak secara sepihak, walaupun pembeli telah memenuhi kewajibannya
melalui pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara cicilan. Pembatalan
sepihak ini biasanya disebabkan oleh berbagai alasan, misalnya adanya tawaran lebih tinggi
dari pihak lain, naiknya nilai tanah, atau alasan bahwa pembeli dianggap gagal memenuhi
kewajiban meskipun tidak ada bukti yang jelas. Situasi ini menciptakan ketidakpastian
hukum yang dapat merugikan pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik dan
melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Pembatalan kontrak jual beli tanah secara sepihak memang tidak hanya
mengakibatkan kerugian finansial bagi pembeli, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan
dalam hubungan hukum. Jika tindakan pembatalan sepihak tersebut tidak diatasi dengan
dasar hukum yang jelas, maka prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam kontrak akan
terganggu. Oleh sebab itu, sangat penting untuk meneliti lebih dalam tentang posisi hukum
kontrak jual beli tanah yang sudah dilakukan cicilan dan konsekuensi hukum jika penjual
membatalkan perjanjian itu secara sepihak.

Dalam ranah hukum perdata di Indonesia, pada dasarnya pembatalan kontrak tidak
bisa dilakukan sepihak, kecuali ada kesepakatan sebelumnya atau diatur oleh undang-
undang. Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan
bahwa pembatalan kontrak harus diajukan ke pengadilan, kecuali para pihak telah setuju
secara eksplisit tentang ketentuan pembatalan tanpa melibatkan hakim. Aturan ini
menegaskan perlindungan hukum bagi pihak-pihak agar tidak satu pihak menyalahgunakan
hak dalam kontrak. Dengan demikian, keabsahan pembatalan perjanjian jual beli tanah
secara sepihak oleh penjual harus dipertanyakan, terutama jika pembeli telah memenubhi
kewajibannya melalui pembayaran cicilan.

Pembayaran secara bertahap dalam kontrak penjualan tanah adalah hal yang
umum, terutama untuk transaksi yang melibatkan nilai tinggi. Praktik ini biasanya disepakati
untuk memudahkan pembeli dalam melakukan pembayaran serta memberi kepastian
kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan tepat waktu sesuai kesepakatan.
Namun, dalam kenyataannya, sistem pembayaran bertahap sering menimbulkan masalah
hukum, terutama ketika penjual tidak bersikap jujur dan mengeksploitasi posisi tawarnya
untuk membatalkan perjanjian secara sepihak sebelum semua pembayaran dilaksanakan.

Pembatalan sepihak oleh penjual dalam perjanjian jual beli tanah yang telah
disepakati dengan pembayaran bertahap menunjukkan kurangnya pemahaman dan
kepatuhan terhadap prinsip hukum perjanjian. Selain itu, situasi ini juga menunjukkan
ketidak seimbangan posisi hukum antara pembeli dan penjual, di mana pembeli sering kali
berada dalam posisi yang lebih lemah. Hal ini bertambah rumit jika perjanjian jual beli tanah
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hanya dibuat dalam bentuk dokumen tidak resmi, sehingga menyulitkan pembeli untuk
memperjuangkan haknya jika terjadi perselisihan.

Dalam hal perlindungan hukum, pembeli yang telah melakukan pembayaran
bertahap seharusnya mendapatkan perlindungan yang cukup. Perlindungan itu tidak hanya
mencakup pengembalian uang yang telah dibayar, tetapi juga kompensasi atas kerugian
yang timbul akibat pembatalan sepihak dari penjual. Selain itu, pembeli juga berhak untuk
menuntut pemenuhan kontrak apabila itu masih bisa dilakukan secara hukum. Oleh sebab
itu, penelitian tentang pembatalan kontrak jual beli tanah yang dilakukan sepihak oleh
penjual sangat penting untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban semua
pihak serta langkah hukum yang bisa diambil.

Dalam praktik hukum, perselisihan mengenai pembatalan kontrak jual beli tanah
sering kali berakhir dengan gugatan wanprestasi atau tindakan melawan hukum. Pengadilan
biasanya akan mempertimbangkan niat baik para pihak, bukti pembayaran, serta isi kontrak
yang telah disepakati. Putusan pengadilan tersebut menjadi sumber penting untuk
perkembangan doktrin hukum perjanjian, khususnya terkait dengan pembatalan sepihak dan
pembayaran secara bertahap. Dengan demikian, analisis terhadap peraturan perundang-
undangan, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan menjadi sangat relevan dalam
penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan sepihak oleh
penjual atas perjanjian jual beli tanah, ketika penjual telah menerima pembayaran secara
bertahap, merupakan isu hukum yang rumit dan berdampak luas. Masalah ini tidak hanya
mencakup validitas pembatalan perjanjian, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan
hukum untuk pembeli, penerapan prinsip niat baik, serta penegakan kepastian hukum dalam
perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum normatif yang mendalam untuk
meneliti isu tersebut secara sistematis.

Pendahuluan ini menjadi pijakan awal untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai
pembatalan perjanjian jual beli tanah secara sepihak oleh penjual yang telah menerima
pembayaran secara bertahap. Dengan memahami konteks masalah, latar belakang hukum,
dan urgensi penelitian, diharapkan studi ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu
hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, serta memberikan saran yang berguna
bagi praktik hukum dan perlindungan hak masyarakat dalam transaksi jual beli tanah.

. METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan analisis hukum normatif yang bertujuan untuk meneliti masalah
hukum mengenai pembatalan sepihak kontrak jual beli tanah oleh penjual setelah
pembayaran dilakukan dengan cara angsuran. Jenis penelitian normatif dipilih karena fokus
utama adalah pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, asas-asas
hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait, bukan pada tindakan masyarakat
atau bukti empiris.

Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan digunakan, termasuk pendekatan
legislasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan legislasi dilakukan
dengan mengkaji berbagai undang-undang terkait perjanjian dan properti, khususnya Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Agraria, serta peraturan
pelaksana yang berhubungan dengan transfer hak atas tanah. Tujuan dari pendekatan ini
adalah untuk memahami ketentuan hukum mengenai validitas perjanjian, pembatalan,
pelanggaran kontrak, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pendekatan konseptual diterapkan untuk mempelajari konsep-kosep dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu penelitian, seperti asas kebebasan berkontrak, pacta sunt
servanda, asas itikad baik, serta konsep wanprestasi dan pembatalan perjanjian. Melalui
cara ini, peneliti ingin menggali pemikiran para ahli hukum serta teori-teori yang ada
mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak, khususnya dalam konteks jual beli tanah
dengan pembayaran angsuran.

Di samping itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan
pengadilan yang berkaitan dengan sengketa mengenai pembatalan perjanjian jual beli

Japri, dik Pembatalan Perikatan Perjanjian, hal 206-212 208




Collegium Studiosum Journal Vol. IX, No. 1, Juni 2026
e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

tanah. Keputusan-keputusan pengadilan tersebut digunakan untuk memahami penerapan
norma hukum dan asas-asas hukum di praktik pengadilan, serta bagaimana hakim
mempertimbangkan validitas pembatalan perjanjian dan dampaknya bagi pihak-pihak yang
terlibat. Pendekatan ini juga memberikan gambaran nyata tentang perlindungan hukum
terhadap pembeli yang telah melakukan pembayaran secara bertahap.

Sumber hukum yang dipakai dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer,
sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup undang-undang yang relevan
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, serta
putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum. Sumber hukum sekunder terdiri
dari buku hukum, artikel ilmiah, studi sebelumnya, dan pendapat ahli mengenai hukum
perjanjian dan pertanahan. Sumber hukum tersier berfungsi sebagai pendukung, termasuk
kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui penelitian pustaka, dengan cara
mencatat dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.
Semua sumber hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk
mencari hubungan antara satu norma hukum dengan yang lainnya dan untuk menjawab
pertanyaan penelitian.

Analisis sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif,
dimana peneliti menafsirkan dan menjelaskan bahan hukum dengan pendekatan deskriptif-
analitis. Peneliti meneliti ketentuan hukum yang berlaku, membandingkannya dengan
doktrin dan putusan pengadilan, serta menyimpulkan secara deduktif dari prinsip umum ke
masalah yang lebih spesifik. Hasil dari analisis tersebut lalu disusun dalam bentuk yang
sistematis dan logis untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang pembatalan
sepihak perikatan perjanjian jual beli tanah oleh penjual yang telah menerima pembayaran
secara bertahap.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini, diharapkan penelitian ini mampu
memberikan solusi yang akurat untuk masalah hukum yang sedang dianalisis. Selain itu,
penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum,
terutama dalam bidang hukum perdata dan hukum pertanahan, serta memberikan saran
yang berguna bagi praktik hukum di Indonesia.

lll. HASIL DAN PEMBAHASAN.
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Pembayaran Secara
Bertahap

Perjanjian jual beli tanah melalui sistem pembayaran bertahap pada dasarnya tetap
merupakan kesepakatan yang sah dan wajib diikuti oleh kedua pihak jika memenuhi syarat
legalitas perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemampuan kedua belah
pihak, objek perjanjian yang jelas berupa tanah tertentu, serta alasan yang legal,
menjadikan kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu,
meskipun pembayaran dilakukan secara bertahap, keabsahan perjanjian jual beli tanah tidak
berkurang selama cara pembayaran itu telah disetujui bersama dan dicantumkan dalam
perjanjian.

Pembayaran bertahap sering diterapkan dalam transaksi jual beli tanah dengan nilai
tinggi sebagai bentuk kompromi antara kemampuan finansial pembeli dan keinginan penjual
untuk memastikan pembayaran yang akan diterima. Dalam hal ini, pembayaran yang
dilakukan secara bertahap menjadi bagian penting dari isi perjanjian yang harus
dilaksanakan dan dihormati oleh kedua pihak. Penjual tidak dapat secara sepihak
mengabaikan kesepakatan ini meskipun pembayaran belum sepenuhnya dilunasi, jika
pembeli tetap menjalankan kewajibannya sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah
disepakati.

Dari perspektif hukum perjanjian, mekanisme pembayaran bertahap menunjukkan
niat baik dari pembeli untuk menunaikan kewajibannya. Niat baik adalah prinsip dasar dalam
pelaksanaan perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.
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Maka, selama pembeli memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dan tidak
terbukti melakukan wanprestasi, penjual tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya,
termasuk larangan untuk membatalkan perjanjian secara sepihak.

B. Keabsahan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Sepihak oleh Penjual

Secara umum, pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa
adanya alasan hukum yang jelas. KUHPerdata dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 dengan
tegas menyatakan bahwa pembatalan perjanjian timbal balik harus dilakukan melalui
pengadilan, kecuali jika terdapat kesepakatan yang jelas di antara pihak-pihak untuk
membatalkan tanpa melibatkan hakim. Aturan ini bertujuan untuk menghindari tindakan
sewenang-wenang oleh salah satu pihak dalam mengakhiri perjanjian yang telah disetujui.

Dalam praktik jual beli tanah, sering kali penjual membatalkan perjanjian secara
sepihak dengan alasan bahwa pembeli belum menyelesaikan pembayaran. Namun, alasan
tersebut tidak bisa diterima secara hukum jika pembeli masih berada dalam batas
kesepakatan pembayaran bertahap. Pembatalan secara sepihak dalam situasi ini bahkan
bisa dianggap sebagai tindakan melawan hukum atau wanprestasi oleh penjual, karena
penjual telah mengabaikan kewajibannya untuk tetap tergantung pada perjanjian yang
dibuat.

Keabsahan dari pembatalan sepihak juga harus diperiksa berdasarkan ada tidaknya
wanprestasi oleh pembeli. Wanprestasi diakui jika pembeli gagal memenuhi kewajibannya,
tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, terlambat tanpa alasan yang jelas, atau
melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Jika tidak ada kondisi tersebut, maka penjual
tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan perjanjian secara sepihak.

C. Akibat Hukum Pembatalan Sepihak terhadap Pembeli yang Telah Melakukan
Pembayaran Bertahap

Pembatalan perjanjian jual beli tanah yang dilakukan sepihak oleh penjual dapat
menghasilkan berbagai konsekuensi hukum, terutama bagi pembeli yang sudah melakukan
pembayaran secara bertahap. Salah satu dampak hukum yang paling jelas adalah
munculnya kerugian finansial, yang berupa hilangnya uang yang telah dibayarkan, dan
kerugian non-finansial yang disebabkan oleh ketidakpastian serta terganggunya hak hukum
pembeli. Dalam situasi ini, pembeli berhak untuk meminta perlindungan hukum melalui jalur
pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang mengalami kerugian akibat
pelanggaran kontrak berhak untuk meminta pelaksanaan perjanjian, atau membatalkan
perjanjian dengan permintaan ganti rugi, atau hanya ganti rugi saja. Dalam kasus
pembatalan sepihak oleh penjual, pembeli bisa mengajukan gugatan pelanggaran kontrak
untuk meminta agar perjanjian tetap dilaksanakan atau untuk meminta kembali sejumlah
pembayaran yang telah dilakukan beserta ganti rugi. Ini menunjukkan bagaimana hukum
memberikan posisi yang kuat kepada pembeli yang bersikap baik.

Di samping itu, pembatalan sepihak juga bisa mengakibatkan penjual memiliki
kewajiban untuk membayar bunga, biaya, dan kerugian seperti yang diatur dalam Pasal
1246 KUHPerdata. Kewajiban ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi pembeli seakan-
akan perjanjian tersebut dilaksanakan dengan semestinya. Oleh karena itu, pembatalan
sepihak bukan hanya berakibat pada berakhirnya perjanjian, tetapi juga menimbulkan
konsekuensi hukum yang berat bagi penjual.

D. Perlindungan Hukum untuk Pembeli dalam Perselisihan Pembatalan Perjanjian
Jual Beli Tanah
Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli tanah dengan sistem
pembayaran bertahap sangatlah penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
Perlindungan ini dapat diberikan baik melalui ketentuan dalam perjanjian itu sendiri dengan
mencantumkan klausul yang jelas mengenai sanksi pembatalan, maupun melalui
mekanisme hukum yang ada di sistem peradilan.
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Dalam praktik peradilan, hakim biasanya memberikan perlindungan kepada pihak
yang berniat baik dan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Bukti
pembayaran bertahap, komunikasi antara para pihak, dan isi perjanjian menjadi faktor
utama dalam menentukan adanya atau tidaknya pelanggaran kontrak. Keputusan-
keputusan pengadilan menunjukkan bahwa pembatalan sepihak oleh penjual sering kali
dianggap tidak sah dan penjual diharuskan untuk mengembalikan pembayaran atau
melanjutkan perjanjian.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perjanjian jual
beli tanah secara sepihak oleh penjual yang telah menerima pembayaran bertahap tidak
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika tidak didasarkan pada pelanggaran yang
jelas dari pihak pembeli atau keputusan pengadilan. Perlindungan hukum bagi pembeli
harus ditegakkan untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan dalam
hubungan hukum perdata, khususnya dalam transaksi jual beli tanah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi mengenai pembatalan perjanjian jual beli tanah
oleh penjual yang telah menerima pembayaran secara bertahap, beberapa kesimpulan
dapat diambil. Pertama, perjanjian jual beli tanah yang melibatkan pembayaran bertahap
adalah sah dan mengikat secara hukum, asalkan memenuhi syarat-syarat yang sudah
ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembayaran secara
bertahap tidak mengurangi kekuatan perjanjian, tetapi merupakan bagian dari kesepakatan
yang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh semua pihak.

Kedua, secara umum, penjual tidak diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian jual
beli tanah sepihak menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Untuk membatalkan
perjanjian yang bersifat timbal balik, hal itu harus dilakukan melalui keputusan pengadilan
atau sesuai dengan klausul pembatalan yang telah disepakati dalam perjanjian. Apabila
pembeli tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan metode pembayaran yang telah
disepakati dan tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka penjual tidak mempunyai dasar
hukum yang sah untuk membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Ketiga, pembatalan sepihak oleh penjual yang tidak berdasar pada alasan hukum
yang valid dapat dianggap sebagai wanprestasi. Tindakan tersebut memiliki konsekuensi
hukum yang mewajibkan penjual untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterima,
memberikan ganti rugi, serta memberikan hak kepada pembeli untuk meminta pemenuhan
perjanjian atau membatalkan perjanjian melalui proses hukum. Oleh karena itu, hukum
memberikan perlindungan kepada pembeli yang telah bertindak baik dan memenuhi
kewajibannya dalam perjanjian jual beli tanah.

Keempat, perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa yang melibatkan
pembatalan perjanjian jual beli tanah sangat tergantung pada penerapan prinsip itikad baik,
kepastian hukum, dan konsistensi penegakan hukum oleh lembaga peradilan. Keputusan
pengadilan memiliki peranan penting dalam memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua
pihak, sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan
perjanjian.

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengemukakan beberapa rekomendasi.
Pertama, untuk pihak-pihak yang akan menjalani transaksi jual beli tanah, sangat dianjurkan
untuk mencatat semua kesepakatan secara tertulis dengan rumusan yang jelas dan tepat.
Ini termasuk cara pembayaran bertahap, sanksi jika terjadi wanprestasi, dan prosedur untuk
membatalkan perjanjian. Langkah ini sangat penting guna mengurangi kemungkinan
terjadinya sengketa serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kedua, untuk penjual, penting untuk selalu mengutamakan itikad baik dan mematuhi
perjanjian yang telah dibuat. Membatalkan perjanjian tanpa alasan yang sah harus dihindari,
kecuali ada dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan
cara ini, kepercayaan dalam hubungan hukum perdata akan tetap terjaga.

Ketiga, bagi pembeli, disarankan untuk memastikan setiap pembayaran dilakukan
berdasarkan ketentuan dalam perjanjian dan dilengkapi dengan bukti yang valid. Selain itu,
pembeli juga harus mengetahui hak-haknya dalam perjanjian dan langkah hukum apa yang
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bisa diambil jika penjual melanggar ketentuan, demi mendapatkan perlindungan hukum
yang maksimal.

Keempat, untuk para pembuat undang-undang dan penegak hukum, diharapkan
untuk terus menjaga konsistensi dalam penegakan hukum perjanjian, terutama dalam
sengketa jual beli tanah. Perlindungan hukum kepada pihak yang berniat baik harus menjadi
fokus utama demi menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi tanah di
Indonesia.
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